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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 73/Menhut-II/2014

TENTANG

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU
PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
huruf b, Pasal 33 ayat (1) huruf f, dan Pasal 71 ayat (1)
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana
Kerja Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau
Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4814);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 36);

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca;

13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Nasional;

14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;

15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket
Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-
II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14);

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-
II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221);
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18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 36/Menhut-
II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan
Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan
Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.
11/Menhut-II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 259);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 779);

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 20/Menhut-
II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 458);

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-
II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat
melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA
KERJA USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU
PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Inventarisasi Karbon Hutan Berkala yang selanjutnya disebut IKHB
adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi
hutan yang mencakup komposisi dan struktur tegakan serta sediaan
karbon (carbon stock) yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali
dalam 10 (sepuluh) tahun di areal usaha Rap dan/atau Pan karbon
pada hutan produksi.

2. Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon
pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUP Rap dan/atau
Pan Karbon adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan
pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan
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(stock) karbon, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon hutan
pada hutan produksi yang telah dibebani izin/hak atau yang belum
dibebani izin/hak.

3. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau
Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut
RKUPPPK adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUP Rap
dan/atau Pan Karbon yang melakukan kegiatan usaha Penyerapan
dan/atau Penyimpanan Karbon yang disusun menurut jangka waktu
10 (sepuluh) tahunan.

4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau
Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut
RKTUPPPK adalah rencana kerja dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan yang disusun berdasarkan RKUPPPK.

5. Inventarisasi Karbon Hutan yang selanjutnya disebut IKH adalah
kegiatan untuk mengetahui kondisi perubahan sediaan karbon (carbon
stock) sebagai dampak dari kegiatan Rap dan/atau Pan karbon yang
dilaksanakan pada periode waktu tertentu sesuai kebutuhan.

6. GANISPHPL Perencanaan Hutan Produksi (GANISPHPL-CANHUT)
adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan cruising,
penyusunan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK Restorasi Ekosistem atau
RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR, serta penyusunan Usulan RKT
dan pembuatan peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan
hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman.

7. WAS-GANISPHPL Perencanaan Hutan Produksi (WAS-GANISPHPL-
CANHUT) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi
GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT serta mempunyai tugas dan
wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan
hasil kerja GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT.

8. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di
bidang kehutanan.

9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan
bertanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.

10. Direktur adalah direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di
bidang Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi.

11. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung
jawab di bidang kehutanan di provinsi.

12. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan
bertanggung jawab di bidang kehutanan di kabupaten/kota.


